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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TUBAN 

Nomor  03                          Tahun 2012                                 Seri  A 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                        

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

 



181 

  b.  bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di-

maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat   :  1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  Dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Tahun 1950 Nomor  41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke-

uangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar 

an Negara Nomor 4288); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-

bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar-

an Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar-

an Negara Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tamba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tamba han Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar-

an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lem-

baran Negara Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagai-

mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah 

an Lembaran Negara Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-

garaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Dana Alokasi Khusus di Daerah; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke-

uangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2007 Sei E Nomor 21); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 

Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 

1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 

Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri D Nomor 02); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 

Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 03); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 04); 

37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Organisasi Satuan Polisis Pamong Praja 

Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 05); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada PT. Bank Jatim Tahun 2009 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2009 Seri A Nomor 

03); 
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 1); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 

1); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 3); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 4); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 5); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Khusus Parkir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 7); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN 

   MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PE-
LAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal  1 

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah berupa laporan ke-

uangan memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 

c.    Laporan arus kas; dan 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal  2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011  

sebagai berikut : 

a. Pendapatan            Rp. 1.180.211.981.414,53 

b. Belanja                   Rp. 1.113.558.578.723,51  

                                Surplus        Rp.   66.653.402.691,02 

c. Pembiayaan 

-  Penerimaan        Rp.    151.115.225.072,51 

-  Pengeluaran       Rp.      18.018.330.000,00 

                                Surplus       Rp.  133.096.895.072,51 

Pasal  3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana di-

maksud dalam  Pasal  2 sebagai berikut : 
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(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 74.006.617.064,58 dengan rincian sebagai berikut : 

a.   Anggaran pendapatan  

      setelah perubahan    Rp.  1.106.205.364.349,95 

a. Realisasi                            Rp.  1.180.211.981.414,53 

               Selisih Lebih   Rp.       74.006.617.064,58 

(2) Selisih anggaran   dengan  realisasi  belanja sejumlah   

Rp.124.457.846.822,97    dengan    rincian    sebagai 

berikut : 

a. Anggaran belanja setelah  

      perubahan      Rp.  1.236.016.425.546,48             

b. Realisasi                   Rp.  1.113.558.578.723,51 

               Selisih Kurang  Rp.     124.457.846.822,97 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah 

Rp.199.750.297.763,53 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Surplus setelah  perubah- 

      an                                     Rp.    133.096.895.027,51 

b. Realisasi  surplus             Rp.       66.653.402.691,02 

               Selisih lebih                      Rp.     199.750.297.763,53 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pem-

biayaan  sejumlah Rp.1.250.966.124,02 dengan rincian    

sebagai  berikut : 

a.   Anggaran penerimaan  

      pembiayaan setelah  

      perubahan                        Rp.    152.366.191.196,53 

b. Realisasi Rp.    151.115.225.072,51 

               Selisih kurang Rp.        1.250.966.124,02     

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pem-

biayaan sejumlah Rp. 2.536.800.000,00  dengan   rincian    

sebagai berikut : 

a.  Anggaran pengeluaran  

      pembiayaan setelah  

      perubahan                       Rp.     20.555.130.000,00 

b. Realisasi                      Rp.     18.018.330.000,00 

               Selisih kurang Rp.        2.536.800.000,00 

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto se-

jumlah Rp.1.285.833.875,98 dengan rincian sebagai  

berikut : 

a. Anggaran pembiayaan  

      netto setelah perubahan  Rp.  131.811.061.196,53 

b. Realisasi    Rp.  133.096.895.072,51                     

                Selisih Lebih Rp.      1.285.833.875,98              
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Pasal  4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 

Desember Tahun 2011 sebagai  berikut : 

a. Jumlah aset           Rp.  3.080.241.701.331,33 

b. Jumlah kewajiban          Rp.         3.108.703.581,75           

      Jumlah ekuitas dana Rp.  3.077.132.997.749,58 

Pasal  5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2011 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal 1 Januari   

      Tahun 2011                    Rp.   147.401.337.029,53 

b. Arus kas dari aktivitas operasi    Rp.   276.838.839.294,32 

c. Arus kas dari aktivitas investasi  

Aset non - keuangan                   Rp. (210.185.436.603,30) 

d. Arus kas dari aktivitas 

      pembiayaan            Rp .    (12.938.354.594,02) 

e. Arus kas dari aktivitas non  

      anggaran                                Rp.         (778.787.260,00) 

f. Saldo kas akhir per 31 

      Desember 2011                   Rp.   201.958.836.0029,53 

Pasal  6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1)  huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat 

informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

Pasal  7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ter-

cantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari  : 

a.  Lampiran  I  : Laporan realisasi APBD 

Lampiran I.1  : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut  urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 
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Lampiran I.2   :  Rincian laporan realisasi anggaran me-

nurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan pem- 

biayaan; 

Lampiran    I.3  :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran   I.4 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan keter-

paduan urusan pemerintahan daerah dan 

fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan daerah; 

Lampiran  I.5   : Daftar piutang daerah; 

Lampiran  I.6   :  Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 

Lampiran  I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pe-

ngurangan aset tetap daerah; 

Lampiran  I.8  : Daftar realisasi penambahan dan pe-

ngurangan aset lainnya; 

Lampiran  I.9  :  Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di-

selesaikan sampai akhir tahun dan di-

anggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

Lampiran I.10   : Daftar dana cadangan daerah; dan 

Lampiran I.11   : Daftar pinjaman daerah dan obligasi 

daerah. 

b.  Lampiran II : Neraca daerah 

c. Lampiran III : Laporan arus kas 

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan 

Pasal  8 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian 

lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggung 

jawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal  9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-

undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. 
                                                                  

                                                                Ditetapkan di Tuban 

                                      pada tanggal  24 Agustus 2012                

           BUPATI TUBAN 

                     ttd. 

        H. FATHUL HUDA 

 
    Diundangkan di Tuban 

    pada tanggal 24 Agustus 2012                  

    SEKRETARIS DAERAH,  

ttd. 

HERI SISWORO 

     
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012    

SERI A NOMOR 03. 

 

 


